LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
PEMBUATAN BESTEK (DOKUMEN LELANG) PENGADAAN
BARANG DAN JASA LAINNYA DALAM KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a

WALIKOTA SOLOK,

bahwa berdasarkan Pasal 8 Keputusan Preside
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoma
Pengadaan Barang dan Jasa, yang menyataka
Pemerintah Daerah wajib menyediakan biay
administrasi  proyek  untuk  mendukun
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yan
dibiayai dari APBD, dan mewajibkan daera
menyediakan biaya administrasi termasu
untuk penggandaan dokumen pengadaa
barang/jasa dan/atau dokumen pra kualifikasi;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kot
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Mengingat
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Solok Nomor 9 Tahun 2002 Pemerintah Kot
Solok  telah  memberlakukan  retribus
Pembuatan Bestek  (Dokumen  Lelanc
Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dalar
Kota Solok dan hal ini sudah tidak sesuai lac
dengan Peraturan Perundang-undangan yan
lebih tinggi, sehingga perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman
dimaksud pada huruf a dan huruf b diata
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kot
Solok tentang Pencabutan Peraturan Daera
Kota Solok Nomor 9 Tahun 2002 tentan
Retribusi  Pembuatan Bestek (Dokume
Lelang) Pengadaan Barang dan Jasa Lainny
dalam Kota Solok;

Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 1970
tentang Pelaksanaan Pemerintahan
Kotamadya  Solok dan  Kotamadya
Payakumbuh;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik 1ndonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4844);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
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